
13 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Beberapa Pengertian Yang Digunakan 

1. Pangan Segar Asal Tumbuhan  

Dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada ketentuan 

umum, keamanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang 

dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk 

dikonsumsi. Ketentuan ini menyatakan kondisi suatu pangan yang aman dan layak 

konsumsi. Hal ini sangat berpengaruh pada keselamatan masyarakat sebagai konsumen 

sekaligus sebagai perwujudan dari pemenuhan hak konsumen dari segi kesehatan, agama, 

keyakinan, dan budayanya; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Pengaturan pada UU Kesehatan Pasal 109 sampai Pasal 112, lebih menekankan pada 

pengamanan makanan dan minuman dari bahan yang membahayakan kesehatan pada 

produk makanan dan minuman. Produksi makanan dan minuman yang akan dipasarkan 

oleh pelaku usaha harus memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan sehingga tidak 

membahayakan konsumen atau tidak memiliki risiko yang dapat menimbulkan masalah 

kesehatan. Pengaturan terkait keamanan pangan tersebut, disusun atas dasar pemenuhan 

hak-hak rakyat sebagai konsumen dari penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang 

yang dilakukan oleh produsen, importir, distributor, dan setiap pihak yang berada dalam 

jalur perdagangan produk pangan. Selain itu, faktor keamanan, keselamatan, kesehatan, 
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dan lingkungan juga menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan 

kepada masyarakat sebagai konsumen.  

Keamanan pangan lokal atau segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah pangan lokal atau segar asal tumbuhan dari kemungkinan cemaran 

biologis, kimia dan benda lain yang dapat menggangumerugikan, dan membahayakan 

kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,keyakinan, dan budaya 

masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Pangan segar asal tumbuhan yang 

selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang belum mengalami 

pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku 

pengolahan pangan. Pengawasan keamanan pangan local atau segar adalah upaya – upaya 

yang dilakukan dalam rangka menjamin pangan segar yang beredar melalui inspeksi, 

pengambilan contoh, pemantauan, dan pengujian.  

2. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata 

lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat 

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.1 Perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau 

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal 
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lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 

Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah 

penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, 

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya 

dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki 

hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.3 Menurut Setiono, 

perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari 

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, 

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.4 Menurut Muchsin, perlindungan hukum 

merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-

nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan 

adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi 

subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini 

terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu 

kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan 
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perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.  

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, 

yaitu : 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, 

subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.  

Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum 

preventif. 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh 

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip 

kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip 

negara hukum.  

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan 
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dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.7 Pengertian perlindungan menurut 

ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak 

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang 

wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini. Philipus M. Hadjon, melihat keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, 

dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. 

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk 

menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki 

tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan 

cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan 

(Machtsstaat).  

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan 

hukum harus memperhatikan 4 unsur : a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit) b. 

Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit) c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit) d. Jaminan 

hukum (Doelmatigkeit).8 Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur 

pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan 

hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. 

Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik 

serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya 

menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan 

keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar 
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kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. 

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum 

menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable 

terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian 

hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. 

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum 

adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi 

masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam 

masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan 

mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan 

kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan 

hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, 

ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik 

berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-

aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam 

hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya 

dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap 25 individu. Adanya aturan semacam itu 

dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, 

kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat 

umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah 
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karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja 

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum 

bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi 

dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya 

untuk kasus serupa yang telah diputuskan.10 Kepastian hukum secara normatif adal 

Perlindungan hukum, menurut  Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untukmelindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan atuaran hukum yang berlaku sebagai hukum positif maupun 

diluar hukum positif. Artinya tujuannya untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, 

sehingga memberi manusia sebagai subjek hukum menikmati martabatnya sebagai 

manusia individu. Namun menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum. Kemudian  perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto 

pada dasarnya perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. 

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum 

adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan. Hal ini diperkuat oleh C.S.T Kansil adalah berbagai upaya hukum yang 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hal 
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penting dari pengertian perlindungan hukum di atas, adalah Unsur-Unsur Perlindungan 

Hukum 

1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat; 

2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah; 

3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara; 

4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. 

3. Perlindungan Hukum Konsumen  

Secara normative perlindungan konsumen, menurut Mochtar Kusumaatmadja 

bahwa perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan 

dengan barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat. Sehingga perlu dibentuk Undang-

Undang tentang Perlindungan Konsumen. Sebelumnya termuat dasar hukum UUD NRI 

1945 dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945. Kemudian Hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini menjadi pijakan penting 

dalam memberikan perlindungan serta hak-hak bagi konsumen di Indonesia. Sejak 

disahkannya pada 20 April 1999, undang-undang ini terus berlaku hingga saat ini. Artinya 

hukum perlindungan konsumen adalah kerangka hukum yang dirancang untuk 

melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi ekonomi. 

Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan kekuatan antara konsumen dan produsen 

atau pelaku usaha, memastikan adanya keadilan, keamanan, dan kenyamanan bagi 

konsumen. Untuk Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual 

selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang 

https://www.liputan6.com/hot/read/5283461/konsumen-adalah-bagian-penting-dalam-kegiatan-ekonomi
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dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila 

penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar 

hukum. 

Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku 

pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam 

hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila 

penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar 

hukum . 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen. Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: a. transparansi; b. perlakuan 

yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan e. 

penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan 

biaya terjangkau. Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku 

pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum 

dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual 

memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum. 

B. Landasan Teori dan Kerangka Pikir 

1. Teori Negara Kesejahteraan  

Secara normatif  pemahaman negara kesejahteraan (Welfare State), oleh Mr. R. 

Kranenburg, mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, 

bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan 

menyejahterakan golongan tertentu tapih seluruh rakyat.” Teori Negara Kesejahteraan 
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(Welfare State) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. 

Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara 

lain sebagai berikut : 

(1) Sebagai kondisi sejahtera (well-being), kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi 

manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, 

kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala 

manusia memperoleh perlindungan dari risikorisiko utama yang mengancam 

kehidupannya; 

(2) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial 

(social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial 

personal (personal social services); 

(3) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. 

Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, 

pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah 

kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; 

(4) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, 

lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan 

sosial. 

Pengertian tentang negara kesejahteraan (Welfare State) tidak dapat dilepaskan dari 

empat definisi kesejahteraan di atas. negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan 

kebijakan sosial (social policy) yang di banyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya 
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pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan 

sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan 

asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (social safety net).1 

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum 

modern dalam arti material. Menurut Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum 

kesejahteraan adalah: 

“Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau 

ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan 

sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.2 

 

Negara hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan terebut menempatkan negara 

atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi 

memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum 

bagi rakyatnya. 

Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah, Negara bertujuan 

mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tanpa pelayanan 

yang baik dan merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan masyarakat. 

Sehubungan dengan ciri- ciri tersebut maka ada dua gejala yang pasti muncul dalam negara 

kesejahteraan, yakni Pertama campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan 

masyarakat sangat luas dan Kedua dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan 

asas diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini dituntut demi 

                                                             
1 Muhammad Yusuf Aldimassarif, Suara.com, Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam penanganan 

Covid-19,https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-diindonesia-dalam-

penanganan-covid-19?page=all,  
2 Bagir Manan, , Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH 

UNLA, Bandar Lampung, 1996,  hlm 9. 
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terciptanya kesejahteraan masyarakat yang melakukan bukan kesejahteraan menurut 

konsepsi liberal. Dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari terjadinya free fight 

liberalism, yang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat saja”.3 

Menurut Mac Iver, negara tidak dipandang lagi sebagai alat kekuasaan (instrument 

of power) semata, tetapi lebih dari itu, dipandang sebagai alat pelayanan (an agency of 

services). Paham yang pragmatis ini, kemudian melahirkan konsepsi negara kesejahteraan 

(welfare state) atau negara hukum modern atau negara hukum material, yang menurutnya 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:4 

1) Dalam negara hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak 

asasi sosial ekonomi rakyat; 

2) Pertimbangan- pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada 

pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih 

besar daripada peran legislatif; 

3) Hak milik tidak bersifat mutlak; 

4) Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam 

usaha-usaha sosial dan ekonomi; 

5) Kaidah- kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan 

membebankan kewajiban tertentu kepada warga negara; 

6) Peran hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi 

semakin luasnya peran negara; 

                                                             
3Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, 

Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.4-5. 
4 Mac Iver, The Modern State, Oxford University Press, London, 1950, hlm.4. 
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7) Lebih bersifat negara hukum material yang mengutamakan keadilan sosial yang 

material pula. 

Dalam teori ini dapat di jelaskan dalam teori yang sudah di kemukakan di atas, 

bahwa peran negara telah ditempatkan pada posisi yang kuat dan lebih besar dalam 

menciptakan kesejahteraan umum (public welfare) dan keadilan sosial (social justice). 

Kaitan dengan gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para 

ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat 

samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali 

secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat yang 

dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh 

pemikiran Immanuel Kant. 

Paham rechtsstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. 

Ide tentang rechtsstaats mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial 

politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.5 Paham rechtsstaats dikembangkan oleh 

ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich 

Julius Stahl.6 Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey 

pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul Introduction to Study of The Law of 

The Constitution. 

Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common 

law system Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya Methaphysiche 

Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. 

Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan 

                                                             
5 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm 30. 
6 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1998, hlm 57. 
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fungsi recht pada staat , hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan 

negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan 

masyarakat. 

Friedrich Julius dalam karyanya Staat and Rechtslehre II, mengkalimatkan 

pengertian negara hukum, sebagai berikut : Negara harus menjadi negara hukum, itulah 

semboyan dan sebenarnya juga daya pendotrong perkembangan zaman baru. 

Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batasbatas 

kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara 

harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara langsung, 

tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, 

bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan 

pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada 

umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk 

mewujudkannya.”7 

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtsstaats dalam 

arti klasik, yaitu:8 

8) Perlindungan hak-hak asasi manusia. 

9) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-

negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica). 

10) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur). 

11) Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

                                                             
7 Notohamidjojo, O., Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi 

Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm 24. 
8 Miriam Budiardjo, op.cit, hal. 58. 
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Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of law) 

yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo 

Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut: 

1) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya 

kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power). 

2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil 

ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat. 

3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-

Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan. 

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX 

di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Paul Scholten menyebut dua ciri negara 

hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah “er 

is recht tegenover den staat”, artinya apabila negara itu mempunyai hak terhadap negara, 

individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi: 

a) Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak di luar 

wewenang negara. 

b) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-

undang, dengan peraturan umum. 

Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: “er is scheiding van 

machten”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch 

misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:9 

                                                             
9 A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaran Pemerintahan Negara: 

Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita 

IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana,UI, 1990, hal. 312. 
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(1) Hak-hak asasi manusia. 

(2) Pembagian kekuasaan. 

(3) Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan 

peradilan pada undang-undang dan hukum. 

(4) Aturan dasar tentang peroporsionalitas (Verhaltnismassingkeit). 

(5) Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapanpenetapan) 

kekuasaan umum. 

(6) Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan. 

(7) Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang. 

Bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution, Albert Venn Dicey 

mengetengahkan tiga arti (three meaning) dari the rule of law: pertama, supremasi absolut 

atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan 

meniadakan kesewenang-wenangan, prerogratif atau discretionary authority yang luas dari 

pemerintah; kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua 

golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court; hal ini 

berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara 

biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, tidak ada peradilan administrasi 

negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum 

konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang 

dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui 

tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi crown dan 

pejabat-pejabatnya. 
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Syarat-syarat dasar rechtsstaat yang dikemukakan oleh Burkens, dalam tulisannya 

tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah: 

1) Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan 

Perundang-undangan (wetterlike-grondslag). Dengan landasan ini Undang-undang 

formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak 

pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian 

penting negara hukum. 

2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara 

tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. 

3) Hak-hak dasar (grondrechten), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan 

hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan undang-undang. 

4) Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas 

untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (rechtmatigeidstoetsing). 

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dalam penjelasan mengenai 

sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas 

hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Undang-Undang 

Dasar 1945 setelah perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga 

negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan 

manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan 

hukum dasar tertulis. 
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Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hanya memuat dan 

mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Negara Indonesia sebagai negara 

hukum dapat diketahui dalam: 

a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara 

hukum. 

b. Pembukaan dicantumkan kata-kata: Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

c. Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya 

di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan dengan 

tidak ada kecualinya. 

d. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah dihapus) disebutkan dalam 

Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia 

ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (machtstaat). 

e. Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata “memegang teguh Undang-

Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-

lurusnya”. 

f. Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa “Untuk 

penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum 

yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan 

dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 

g. Sistem hukum yang bersifat nasional. 

h. Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi). 
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i. Tap MPR No.III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 

Perundang-undangan. 

j. Adanya peradilan bebas. Penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara hukum 

telah dikembangkan konsep checks and balances, seperti adanya Peradilan Tata 

Usaha Negara. Hal lain sebagaimana dalam konsiderans Tap MPR 

No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, huruf a, yaitu “pelaksanaan penyelenggaraan 

negara oleh lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan eksekutif. Selain itu juga 

telah dikembangkan lembaga-lembaga ekstra struktural baik yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang maupun dengan keputusan (Peraturan) Presiden 

tentang lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan, 

seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi 

Ombudsman dan sebagainya. 

Sehubungan dengan tugas negara dalam menjamin kesejahteraan bagi masyarakat. 

Maka Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan oleh Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen sangatlah diperlukan, guna menjamin 

ketersediaan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi bagi masyarakat.  

Responsibilitas berasal dari kata response yang berarti tannggapan. Jika 

seseorang bertanya dan orang bertanya dan orang yang ditanya dapat memberikan 

tanggapan dengan cepat dan tepat, maka orang yang ditanya tersebut disebut responsive 

(responsive). Responsif dengan demikian membutuhkan kemampuan beraksi dengan tata 

cara yang proposional dan dalam waktu yang segera. Sekalipun demikian, tidak semua 

yang segera itu baik. Ada juga reaksi yang cepat tetapi tidak terkontrol dan dengan cara 
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yang tidak proposional, yang lazim disebut dengan impulsi (impulse atau impulsion). 

Sifat dari impulsi ini disebut impulsif (impulsive). Responsif bermakna positif, sementara 

impulsif bermakna negative. 

Responsibilitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggung jawab. Ia bisa 

berarti tanggung jawab secara moral dan bukan moral. Pemaknaan yang lebih khusus 

adalah liabilitas. Istilah “liabilitas” sering kali dialih bahasakan menjadi “tanggung gugat” 

yaitu tanggung jawab secara hukum. Kata-kata dalam bahasa hukum, seperti corporate 

liability, liability based on fault, atau strict liability. Semua kata liability tersebut mengacu 

pada pertanggung jawaban dari aspek hukum. 

Pengertian responsibilitas menurut kamus administrasi adalah keharusan 

seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. 

Selain itu pertanggung jawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang 

mempunyai kebebasan dalam melaksankan sesuatu tugas yang diberikan kepadanya, 

namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atu akibat kebebasan perbuatannya, 

dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara apa yang diwajibkannya. 

Menurut Azheri10, responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas 

suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban 

bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau 

sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan. 

Menurut Salam dalam Azheri11  menyatakan bahwa tanggung jawab yaitu: 

responsibility having the character of a free moral agenrt; capable of determining one’s 

act; capable deterred by consideration of sanction or consequencess. Dimana dari 

                                                             
10 Azheri, Busyra. 2012. Corporate Social Responsibility. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.86. 
11 Ibid. 
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pengertian diatas dicatat dua hal yaitu; 1. Harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu 

perbuatan 2. Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan. 

Dalam kata having the character terkandung makna ada tuntutan berupa suatu 

keharusan atau kewajiban yang didalamnya sekaligus mengandung makna pertanggung 

jawaban moral/karakter. Karakter yang dimaksud merupakan suatu yang mencerminkan 

nilai dari suatu perbuatan. Setiap perbuatan terdapat alternatif penilaian yaitu tahu 

tanggung jawab dan tidak tahu tanggung jawab. 

Sedangkan menurut Pinto12, menyatakan responsibilitas ditunjukan pada 

indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yaitu suatu standar yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang hrus ditaati. Jadi, perinsip 

tanggung jawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang 

harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang 

didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna responsibilitas, jika tanggung jawab itu 

belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum. 

Penekanan prinsip responsibilitas yaitu didasarkan ketaatan pada aturan hukum 

yang berlaku dan melakukan kegiatan secara bertanggung jawab kepada stakeholder 

dengan tidak melakukan tindakan tindakan-tindakan yang merugikan stakeholders. 

Penerapan prinsip ini harus dengan kesadran dimana tanggung jawab merupakan 

konsekuensi logis dari adanya wewenag, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, 

bertindak secara profesional dan menjunjung etika. 

Levine13 mengatakan, responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

seberapa proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar 

                                                             
12 Ibid., hlm. 89. 
13 Budaya dan Kinerja Organisasi. Bandung: Penerbit Fokus Media, hlm.99. 
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ketentuan-ketentguan yang telah ditetapkan. Dalam artian responsibilitas menjelaskan 

apakah birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang 

benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. 

Tanggung jawab subjektif dapat pula berarti mempunyai rasa bertanggung jawab 

(sense of responsibility), serta memiliki kemampuan dan kecakapan (capable to do atau 

professionality) yang memadai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab 

yang diberikan. Artinya birokrasi publik akan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya secara serius meskipun tidak ada yang mengawasinya. 

Sementara itu, birokrasi publik yang bertanggung jawab dalam arti “capable to 

do atau professionality, menuntut birokrasi publik mempunyai kemampuan dan 

kompetensi teknis yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik 

yang bersifat administratif maupun fungsional yang diberikan. Dengan memiliki 

kemampuan tersebut, maka para birokrat dapat menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya secara efektif, efisien, dan produktif. 

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responsibilitas 

merupakan suatu ukuran untuk melihat penyelenggara pemerintahan melaksanakan 

wewenang yang diberikannya dan melakukannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang ada. Birokrasi publik dikatakan responsible jika mereka melaksanakan tugas dengan 

sebaik mungkin dan tidak sekedar asalasalan, baik ada yang mengawasi ataupun tidak, 

dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya secara efektif dan efisien. 
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2. Teori Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak 

sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti 

bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada 

dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu 

belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu 

keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala 

keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala 

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum 

dari masyarakat tersebut.14 

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai 

yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai 

oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan 

dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan 

negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.15 

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus 

diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu 

mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan 

seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan 

antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup 

                                                             
14 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 

2014, hlm. 85. 
15 Ibid, hlm. 86 
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bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip 

kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama 

(keadilan sosial).16 

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan 

pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan 

terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. 

Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers 

menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga 

keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam 

bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan 

antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal 

ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan 

numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan 

hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang 

menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.17 

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan 

korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, 

yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh 

anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu 

yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang 

pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi 

                                                             
16 Ibid, hlm. 87. 
17 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas 

Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241. 
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merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Arsitoteles yang 

dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:18 

1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku 

kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting 

dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali 

lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan 

yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. 

2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para 

pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima. 

3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau 

seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang 

yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, 

maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat. 

4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat 

umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya 

seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut 

Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa 

yang pantas”. 

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John 

Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari 

Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:19 

                                                             
    18 Ibid, hlm. 242 

19 Ibid, hlm. 246-247. 
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1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari 

anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu 

posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga 

tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of 

ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang 

tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan. 

2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan 

prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” 

terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan 

dari sistem (atau juga proses) itu sendiri. 

3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- 

besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:20 

(a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak 

mencalonkan diri dalam pemilihan); 

(b)Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); 

(c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); 

(d)Kebebasan menjadi diri sendiri (person) 

(e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari 

dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip 

persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). 

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar 

memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. 

                                                             
20DamanhuriFattah,“Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam  

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589 , Diakses terakhir tanggal 10 April 2024. 



39 
 

 

Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada 

ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok 

kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang 

beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang 

mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan 

otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar 

masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-

hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan 

orang-orang yang paling kurang diuntungkan. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa 

bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya 

sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian 

terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang 

secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, 

undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 

patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang 

ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.21 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, 

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

                                                             
21 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm.595 
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kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai 

perlindungan hukum sebagai berikut : 

1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 

2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia. 

3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu 

dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma 

dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan 

hidup antara sesama manusia. 

4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua 

kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan 

kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang 

diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan 

kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi 

si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja 

terhadap pengusaha.22 

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun 

wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan 

                                                             
22 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika,2009, hlm 10 
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perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut 

akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai 

makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi 

semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. 

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh 

O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis 

yang biasanya beersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta 

antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan 

damai dalam masyrakat.23 Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang 

mengatur laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo 

bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, 

hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem 

kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu 

hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di 

tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir 

bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.24 

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan 

bahasan ini, antara lain adalah Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipis dan M. Hanhjon. 

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan 

untuk mengintegerasi dan mengkooridnasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena 

dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum 

                                                             
23 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6 
24 Ibid. Syamsul Arifin 
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adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi 

untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan 

hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya 

merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara 

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat.25 

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.26 

Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat 

sebagai tndakan pemerintah yang bersofat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum 

yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan 

diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, 

termasuk penanganan di lembaga peradilan.27 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan 

hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-

tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum 

adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

                                                             
25 Satijpto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53 
26 Ibid. hlm.69. 
27 Ibid, hlm.54. 
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hukum, baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik 

yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

Perlindungan hukum bagi konsumen menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 1 

UndangUndang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 

tersebut di atas, dapat ditegaskan, bahwa negara atas perintah Undang-undang memiliki 

kewajiban melalui lembaga penegakan hukum atau lembaga lain yang dibentuk untuk 

menangani sengketa konsumen wajib berupaya menjamin kepastian hukum dan 

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen tersebut di atas, disebutkan, bahwa konsumen berhak 

untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Mengenai 

mekanisme perlindungan konsumen termaksud dalam fungsi dan tugas Badan 

Perlindungan Konsumen nasional, di mana badan perlindungan konsumen tersebut 

berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

Perlindungan konsumen mencakupn cakupan yang luas mulai dari langkah 

aktivitas memperoleh barang dan jasa hingga, hasil pemanfaatan barang dan jasa tersebut, 

termasuk perlindungan terhadap pelanggan, barang, dan jasa. Hal ini terlihat dari pasal 1 

ayat (1)UU Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman 

kepada konsumen. 
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Cakupan perlindungan konsumen memiliki dua komponen yaitu :28 1) 

Perlindungan untuk pelanggan terhadap suatu kemungkinan barang yang didapat tidak 

sesuai dengan ketentuan transaksi. 2) Perlindungan bagi konsumen dari istilah-istilah 

yang merugikan atau bahkan tidak ada bagi mereka. 

Di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan yang mengontrol hak-hak 

konsumen melalui peraturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan pihak yang 

memiliki barang atau jasa. UUD 1945 selain sebagai konstitusi politik di Indonesia, 

bertujuan juga menjaga konstitusi ekonomi yang mengandung gagasan negara 

kesejahteraan, sehingga pembentukan atau pembuatan undang-undang merupakan 

tahapan dan pelaksanaannya sebagai negara kesejahteraan pembelaan hak asasi manusia 

termasuk perlindungan konsumen. 

Perlindungan konsumen merupakan sebagian dari perlindungan hak asasi 

manusia (HAM), kenyataannya ruang lingkup konsep HAM tidak hanya berlaku dalam 

hal interaksi antara rakyat dan negara saja, tetapi juga meluas pada tentang HAM, 

perspektif hubungan antara masyarakat yaitu antara hubungan produsen dan konsumen. 

(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 menjelaskan tentang perlindungan konsumen adalah semua upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum agar memberi perlindungan konsumen. Perlindungan hukum 

sangatlah utama dan dibutuhkan setiap konsumen jika terdapat suaru kecacatan dalam 

transaksi jual beli, serta perhatian khusus. Disisi lain, setiap konsumen cermat dan teliti 

serta hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Hukum perlindungan konsumen 

adalah bagian dari hukum konsumen yang didalamnya terdapat muatan asas-asas dan 

                                                             
28 Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online, (Surakarta: 

CV, Pustaka Bemgawan, 2017), hlm.4. 
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ketentuan-ketentun yang sifatnya mengatur, dan juga mengandung sifat yang dapat 

melindungi kepentingan konsumen.29 

Di Indonesia sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 yaitu tentang pembentukan konsumen yang disingkat dengan 

UUPK. Undang-undang ini dibuat pada 20 April 1999 dan dinyatakan mulai berlaku 20 

April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidaklah satu-satunya undang-

undang yang menganut perlindungan konsumen, tapi sebagaimana yang telah dijelaskan 

didalam keterangan bahwasannya sebelum UUPK disahkan sebagaimana Undang-

Undang Perlindungan Konsumen telah ada 20 undangundang yang didalamnya termuat 

tentang perlindungan konsumen, maka dari itu UUPK dijadikan sebagai landasan hukum 

dan acuan bagi peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan konsumen, dan 

sekaligus mengintegrasikan sehingga bisa memperkuat penegakan hukum di bidang 

perlindungan konsumen. UUPK tidalah merupakan awal dan akhir dari hukum yang 

mengatur tentang perlindungan konsumen, namun terdapat kemungkinan bisa kebentuk 

undang-undang baru yang pada dasarnya tujuannya sama yaitu memuat ketentuan dan 

aturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen.30 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grafindo: 2000), hlm.11. 
30 Nurhalis, Hukum Perlindungan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 

1999, Jurnal IUS, Vol. 3 No.9, hlm.528. 
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